BT

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa
mengenai validasi hasil evaluasi jabatan, Pejabat Pembina
Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan
di Lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1021/M.SM.04.00/2018 tanggal 12 Nopember 2018
Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1103);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor

164);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu
adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam
suatu satuan organisasi.

Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat
seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi
pemerintah meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan,
tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan
tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi
pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Nama Jabatan adalah sebutan wuntuk memberi ciri
gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas
yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri
dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan

Pelaksana.



10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil
Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
Pembangunan.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

12. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan
dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

13. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang

dimiliki saat ini.

Pasal 2

Tujuan Penetapan Kelas Jabatan adalah sebagai dasar
penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, struktur
Organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analis
jabatan dan analis beban kerja, penyusunan formasi dan
perumusan pemberian tunjangan pengembangan pegawai serta

pemberian tunjangan kinerja dan sistem penggajian.

BAB II
FAKTOR NILAI DAN KELAS JABATAN
Pasal 3

(1) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah
ditetapkan berdasarkan proses evaluasi jabatan.

(2) Proses evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor
(Factor Evaluation System).

(3) Faktor-faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. faktor evaluasi jabatan struktural;
b. sistem evaluasi faktor jabatan fungsional tertentu dan

jabatan Pelaksana.



Pasal 4

Faktor penilaian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari 6 (enam) faktor
jabatan, meliputi:

1. Ruang Lingkup dan Dampak Program, ditentukan
berdasarkan peran/iktisar jabatan, uraian tugas, tanggung
jawab dan hasil kerja jabatan.

2. Pengaturan Organisasi, ditentukan berdasarkan letak/posisi
jabatan dalam peta jabatan unit kerja/organisasi.

3. Wewenang Penyeliaan dan  Manajerial, ditentukan
berdasarkan tingkat kewenangan jabatan dalam informasi
jabatan.

4. Hubungan Personal, ditentukan berdasarkan
korelasi/hubungan kerja jabatan dalam informasi jabatan;

5. Kesulitan dalam pengerahan pekerjaan, ditentukan
berdasarkan tingkat kesulitan dalam pengarahan
pekerjaan sesuai jabatan yang ada di bawah jabatan yang
bersangkutan dalam peta jabatan.

6. Tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan
kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab serta kondisi

lain dan situasi khusus.

Pasal 5

Faktor Penilaian  Jabatan Struktural  yang paling
mempengaruhi kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 adalah beban kerja, tanggung jawab kerja dan

risiko jabatan.

Pasal 6

Kelas Jabatan ditentukan berdasarkan Nilai Faktor Jabatan

dengan uraian sebagai berikut:



Kelas

Jabatan Batasan Nilai Peringkat Keterangan
16 3605-4050 a JPT Madya
3452-3600 a
15 3306-3451 b JPT Pratama
3155-3305 c
3018-3150 a
14 2886-3017 b JPT Pratama
2755-2885 c
2618-2750 a Jabatan
Fungsional
13 0486-2617 b Tertentu (JFT)
Utama,
Administrator
2355-2485 c (WkL. Direktur)
2268-2350
Administrator
12 2186-2267 & JFT Madya
2105-2185 c
2018-2100 a
Administrator
11 1936-2017 & JFT Madya
1855-1935 c
1768-1850
10 1686-1767 JFT Muda
1605-1685 C
1518-1600
Pengawas &
9 1436-1517 JFT Muda
1355-1435 c
1238-1350 a
Pengawas,
8 1186-1268 b JFT Pratama &
Penyelia
1105-1185 C
Sebagaimana
7s/d1 - - termasuk dalam

Lampiran V




Pasal 7

Tabel Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara, Nama

Jabatan, Peringkat jabatan dan Nilai Jabatan bagi Pegawai

Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

NO NAMA JABATAN PERINGKAT NILAI
JABATAN | JABATAN
1 Sekretaris Daerah 16 3.755
2 Asisten Administrasi Pemerintahan 15b 3.400
3 Kepala Biro Pemerintahan 14c 2.840
4 Iéfgiﬁ Bagian Administrasi Pemerintahan 12¢ 2115
5 Kasubbag Pemerintahan Umum 9c 1.430
6 Kasubbag Fasilitasi Kecamatan 8a 1.295
7 Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430
8 Kepala Bagian Perbatasan dan Pertanahan 12¢ 2.115
9 Ez}s;il;l;?égn]??{t;z Antar Negara Provinsi dan 3a 1.295
10 | Kasubbag Data Wilayah dan Topomini 8a 1.295
11 Kasubbag Fasilitasi Pertanahan 8a 1.295
12 | Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan 12¢ 2.115
13 | Kasubbag Penataan Kawasan Khusus 8a 1.295
14 | Kasubbag Fasilitasi Gubernur 9c 1.430
15 | Kasubbag Pembinaan Wilayah 8a 1.295
16 | Kepala Biro Hukum l4c 2.840
17 | Kepala Bagian Perundang-Undangan 12¢ 2.115
18 | Kasubbag Rancangan Produk Hukum 9c 1.430
19 | Kasubbag Pengkajian Produk Hukum 9c 1.430
20 | Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum 9c 1.430
21 Ezgilsa]?:fﬁg) tI;a\slhtasl Produk Hukum 12¢ 2115
22 | Kasubbag Fasilitasi Wilayah I 9c 1.430
23 | Kasubbag Fasilitasi Wilayah II 8a 1.295
24 | Kasubbag Fasilitasi Wilayah III 9c 1.430
25 | Kepala Bagian Bantuan Hukum 12¢ 2.115
26 | Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum 9c 1.430
27 | Kasubbag Penyuluhan dan Hak Azasi Manusia 9c 1.430
28 | Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430
29 | Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 14c 2.840

30 | Kepala Bagian Penataan dan Pendapatan

Daerah 12¢ 2.115
31 Kasubbag Pendapatan Daerah 9c 1.430
32 | Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430




-8-

33 | Kasubbag Penataan Daerah dan Hubungan
8a 1.295
Antar Lembaga
34 | Kepala Bagian Penyelenggara Otonomi Daerah 12¢ 2.115
35 Kasubbag Administrasi Kelengkapan Perangkat 8a 1.295
Kabupaten/Kota
36 | Kasubbag Penyelenggara Pemerintah Daerah 8a 1.295
37 Kasubbag Administrasi Kewenangan dan
- 8a 1.295
Urusan Pemerintahan
38 | Kepala Bagian Fasilitasi Kerjasama 12¢ 2.115
39 | Kasubbag Evaluasi Kerjasama 9c 1.430
40 | Kasubbag Kerjasama Luar Negeri 9c 1.430
41 Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri 8a 1.295
42 | Asisten Perekonomian, Pembangunan dan
Kesejahteraan 15b 3.400
43 | Kepala Biro Bina Perekonomian l4c 2.840
44 | Kepala Bagian Administrasi dan Perekonomian
Umum 12¢ 2.115
45 | Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430
46 | Kasubbag Perniagaan, Industri dan Promosi 9c 1.430
47 | Kasubbag Transportasi dan Pariwisata 8a 1.295
48 | Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi Daerah 12¢ 2.115
49 | Kasubbag Pemberdayaan Ekonomi dan
Masyarakat Kurang Sejahtera 9c 1.430
50 | Kasubbag Pembinaan BUMD 9c 1.430
51 Kasubbag Pengendalian Inflasi Daerah 9c 1.430
52 Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya 12¢ 2115
Alam dan Produksi Hortikultura ’
53 | Kasubbag Pengelolaan Energi dan, Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9c 1.430
54 | Kasubbag Pengembangan Pangan dan
Pertanian ¢ 1.430
55 Kasubbag Pengembangan Perikanan dan
Peternakan 9c 1.430
56 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan l4c 2.840
57 | Kepala Bagian Layanan Pengadaan 12¢ 2.115
58 | Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah 9c 1.430
59 | Kasubbag Bina Sumber Daya Manusia dan
Distribusi 8a 1.295
60 | Kasubbag Informasi dan Advokasi 8a 1.295
61 Kepala Bagian Bina Usaha Jasa 12¢ 2.115
62 | Kasubbag Bina Usaha Jasa Konstruksi 8a 1.295
63 | Kasubbag Fasilitasi Hasil Pengembangan
Pembangunan 8a 1.295
64 | Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430
65 | Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan 12¢ 2.115
66 | Kasubbag Bina Program, Bina Sosial Budaya
dan Pembangunan 8a 1.295
67 | Kasubbag Pengawasan Fisik, Sarana dan
Infrastruktur Pembangunan 9c 1.430
68 | Kasubbag Bina Administrasi dan Fasilitas 8a 1.295
Pekerjaan Umum
69 | Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan l4c 2.840
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70 | Kepala Bagian Fasilitasi Pembinaan 12¢ 2115

Keagamaan
71 Kasubbag Bantuan Bina Kerukunan Agama 9¢ 1.430

dan Mental
72 Kasubbag Bantuan dan Kegiatan Keagamaan 9c 1.430
73 Kasubl?ag Fasilitasi Urusan Haji dan Wisata 8a 1.295

Rohani
74 | Kepala Bagian Pembinaan Sosial 12¢ 2.115
75 | Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat 9c 1.430
76 | Kasubbag Bantuan dan Rehabilitasi 9c 1.430
77 | Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430
78 | Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan

Ketenagakerjaan 12¢ 2.115
79 | Kasubbag Pendidikan 9c 1.430
80 | Kasubbag Kebudayaan 8a 1.295
81 Kasubbag Ketenagakerjaan 9c 1.430
82 | Asisten Administrasi Umum dan Aset 15b 3.400
83 | Kepala Biro Umum dan Perlengkapan 14c 2.840
84 | Kepala Bagian Umum 12¢ 2.115
85 | Kasubbag Keuangan Sekretariat 9c 1.430
86 | Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 9c 1.430

Sekretariat
87 | Kasubbag Program dan Pelaporan 9c 1.430
88 | Kasubbag Tata Usaha Staf Ahli dan Asisten 9c 1.430
89 | Kepala Bagian Rumah Tangga 12¢ 2.115
90 | Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan 9c 1.430
91 Kasubbag Rumah Tangga Sekretariat 9c 1.430
92 | Kasubbag Operasional Mess dan Gedung 9c 1.430
93 | Kepala Bagian Pengadaan dan Perawatan 12¢ 2.115
94 | Kasubbag Pengadaan 9c 1.430
95 | Kasubbag Perawatan 9c 1.430
96 | Kasubbag Distribusi dan Aset Sekretariat 9c 1.430
97 | Kepala Biro Organisasi l4c 2.840
98 | Kepala Bagian Kelembagaan 12¢ 2.115
99 | Kasubbag Fasilitasi Kelembagaan Provinsi 9c 1.430
100 | Kasubbag Bina Perangkat Daerah

Kabupaten /Kota 9¢ 1.430
101 | Kasubbag Data Perangkat Daerah dan Bina

Kelembagaan BUMD 9c 1.430
102 | Kepala Bagian Ketatalaksanaan 12¢ 2.115
103 | Kasubbag Tata Laksana Pemerintah Provinsi

dan BUMD 9c 1.430
104 | Kasubbag Tata Laksana Pemerintah

Kabupaten/Kota 9c 1.430
105 | Kasubbag Tata Usaha Biro 9c 1.430
106 | Kepala Bagian Akuntabilitas dan Analisis 12¢ 2115

Jabatan
107 | Kasubbag Perencanaan dan Penilaian Kinerja 9c 1.430
108 | Kasubbag Pengukuran Kinerja dan Bina

Budaya Kerja 9c 1.430
109 | Kasubbag Analisis Jabatan Fungsional dan

Jabatan Fungsional Umum 9c 1.430
110 | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan

Keprotokolan l4c 2.840
111 | Kepala Bagian Humas 12¢ 2.115
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112 | Kasubbag Pemberitaan 9c 1.430
113 | Kasubbag Publikasi dan Dokumentasi 9c 1.430
114 | Kasubbag Hubungan Antar Lembaga 9c 1.430
115 | Kepala Bagian Pelayanan Media dan Informasi 12¢ 2.115
116 | Kasubbag Pelayanan Media 8a 1.295
117 | Kasubbag Pelayanan Informasi 8a 1.295
118 | Kasubbag Tata Usaha 9c 1.430
119 | Kepala Bagian Keprotokolan 12¢ 2.115
120 | Kasubbag Acara Keprotokolan 8a 1.295
121 | Kasubbag Hubungan Keprotokolan 8a 1.295
122 | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan 8a 1.295
123 | Sekretaris DPRD 15¢ 3.230
124 | Kepala Bagian Umum 12¢ 2.115
125 | Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 9c 1.430
126 | Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian 8a 1.295
127 | Kasubbag Rumah Tangga dan Perawatan 8a 1.295
128 Kepa}la Bagian Pergndang—Undangan, 12¢ 2115
Persidangan dan Risalah
129 | Kasubbag Pengkajian Hukum 8a 1.295
130 | Kasubbag Perundang-undangan 8a 1.295
131 | Kasubbag Sidang dan Risalah 8a 1.295
132 | Kepala Bagian Keuangan 12¢ 2.115
133 | Kasubbag Perencanaan dan Anggaran 8a 1.295
134 | Kasubbag Perbendaharaan 8a 1.295
135 | Kasubbag Akuntansi 9c 1.430
136 | Kepala Bagian Informasi dan Protokol 12¢ 2.115
137 | Kasubbag Informasi 8a 1.295
138 E:;l;l:;l;ig Protokol dan Hubungan Antar 8a 1.295
139 | Kasubbag Pelayanan Masyarakat 8a 1.295
140 | Inspektur Provinsi Sumatera Utara 15¢ 3.255
141 | Sekretaris Inspektorat 12¢ 2.140
142 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
143 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
144 | Kepala Sub Ba}gian Program, Akuntabilitas 9¢ 1.430
dan Informasi Publik
145 | Inspektur Pembantu Wilayah I 12b 2.190
146 | Inspektur Pembantu Wiayah II 12b 2.190
147 | Inspektur Pembantu Wilayah III 12b 2.190
148 | Inspektur Pembantu Wilayah IV 12b 2.190
149 | Inspektur Pembantu Khusus 12b 2.190
150 | Kepala Dinas Pendidikan 15¢ 3.230
151 | Sekretaris Dinas Pendidikan 12¢ 2.115
152 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
153 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
154 | Kepala Sub Bagian Prograrp dan.Tugas 9¢ 1.430
Pembantuan dan Informasi Publik
155 if::la Bidang Pembinaan Sekolah Menengah 11a 5.045
156 | Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan lla 2.045
157 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus lla 2.045
158 | Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan lla 2.045
159 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara 12b 2.265
160 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
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161 | Kepala Se{k.si Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
162 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
163 g:giil Cabang Dinas Pendidikan Medan 12b 2265
164 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
165 | Kepala Sel.qs'i Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
166 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
167 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam 12b 2.265
168 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
169 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas
dan Pendidikan Khusus 9 1.430
170 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
171 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat 12b 2.265
172 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
173 Kepa}a_Seksi Sekolah Menengah Atas dan 9¢ 1.430
Pendidikan Khusus
174 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
175 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah 12b 2.265
176 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
177 | Kepala Sel.qs'i Sekolah Menengah Atas 9 1.430
dan Pendidikan Khusus )
178 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
17 Kepala Cabang Dinas Pendidikan
’ P:r%ataggzan%ar  Pendid 12b 2.265
180 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
181 | Kepala Se{k.si Sekolah Menengah Atas 9 1.430
dan Pendidikan Khusus
182 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
183 giiifdie;:ing Dinas Pendidikan Humbang 12b 2265
184 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
185 | Kepala Se{k.si Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
186 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
187 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige 12b 2.265
188 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
189 | Kepala Se{k.si Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
190 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
191 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga 12b 2.265
192 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
193 | Kepala Sgk§i Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
194 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
195 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungtua 12b 2.265
196 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
197 | Kepala Se{k.si Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
198 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
199 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sidimpuan 12b 2.265
200 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
201 | Kepala Sgk§i Sekolah Menengah Atas 9¢ 1.430
dan Pendidikan Khusus
202 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
203 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauprapat 12b 2.265
204 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
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205 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 9 1.430

dan Pendidikan Khusus ¢ )
206 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
207 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tanjungbalai 12b 2.265
208 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
209 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 9 1.430

dan Pendidikan Khusus ¢ )
210 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
211 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kisaran 12b 2.265
212 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
213 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan 9¢ 1.430

Pendidikan Khusus )
214 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
215 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe 12b 2.265
216 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
217 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 9 1.430

dan Pendidikan Khusus ¢ )
218 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
219 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli 12b 2.265
220 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
221 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 9 1.430

dan Pendidikan Khusus ¢ )
222 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
223 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam 12b 2.265
224 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
225 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 9 1.430

dan Pendidikan Khusus ¢ )
226 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
227 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sunggal 12b 2.265
228 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
229 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas 9 1.430

dan Pendidikan Khusus ¢ )
230 | Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 9c 1.430
231 | Kepala Dinas Kesehatan 15¢ 3.230
232 | Sekretaris Dinas Kesehatan 12¢ 2.115
233 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
234 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
235 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas 9¢ 1.430

dan Informasi Publik )
236 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat lla 2.045
237 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 9c 1.430
238 | Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
239 | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan

dan Kesehatan Kerja 9c 1.430
240 | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit 11la 2.045
241 | Kepala Seksi Surveilens dan Imunisasi Oc 1.430
242 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit menular 9c 1.430
243 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit tidak menular 9c 1.430
244 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 1la 2.045
245 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

dan Tradisional 9c 1.430
246 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 9c 1.430
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247 | Kepala Seksi Akreditasi Fasilitasi Pelayanan

Kesehatan dan Jaminan Kesehatan 9c 1.430
248 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan lla 2.045
249 | Seksi Kefarmasian 9c 1.430
250 | K Selot Mt eschatan dan Perbealan. | g
251 | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 9c 1.430
252 | Kepala UPTD Rumah Sakit Khusus Mata 12¢ 2.115
253 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
254 | Kepala Seksi Pelayanan Medik 9c 1.430
255 | Kepala Seksi Penunjang Medik 9c 1.430
256 | Kepala UPTD Rumah Sakit Khusus Paru 12¢ 2.115
257 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
258 | Kepala Seksi Pelayanan Medik 9c 1.430
259 | Kepala Seksi Penunjang Medik 9c 1.430
260 | Kepala UPTD Rumah Sakit Kusta Lau Simomo 12¢ 2.115
261 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
262 | Kepala Seksi Pelayanan Medik 9c 1.430
263 | Kepala Seksi Penunjang Medik 9c 1.430
264 | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan lla 2.090
265 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
266 | Kepala Seksi Laboratorium Klinik 9c 1.430
267 ﬁ;i?,fra?ﬁl:fi Laboratorium Kesehatan 8a 1.295
268 | Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan lla 2.090
269 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
270 gzgaEl:e‘ll aShiI;ssli Perencanaan, Monitoring 9 1.430
271 | Kepala Seksi Pengajaran 9c 1.430
272 | Kepala UPTD Rumah Sakit Indrapura lla 2.090
273 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
274 | Kepala Seksi Pelayanan Medik 9c 1.430
275 | Kepala Seksi Penunjang Medik 9c 1.430
276 E:fl:ﬁulii:ias Bina Marga dan Bina 15¢ 3.230
277 IS{zlrclrsiirliss iDmas Bina Marga dan Bina 12¢ 2115
278 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
279 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
280 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik dc 1.430
281 | Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi lla 2.045
282 | Kepala Seksi Perencanaan Jalan 9c 1.430
283 | Kepala Seksi Perencanaan Jembatan 9c 1.430
284 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9c 1.430
285 %Z%a?eig:;i Pembangunan Jalan 11a 2.045
286 | Kepala Seksi Pembangunan Jalan 9c 1.430
287 | Kepala Seksi Pembangunan Jembatan 9c 1.430
288 | Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan i 1.430
289 Iéz;;lal;leig:;i Pemeliharaan Jalan 11a 2.045
290 | Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan 9c 1.430
291 | Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan 9c 1.430
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292 | Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Pemeliharaan 9c 1.430
293 | Kepala Bidang Bina Konstruksi lla 2.045
294 | Kepala Seksi Pengaturan 9c 1.430
295 | Kepala Seksi Pemberdayaan 9c 1.430
296 | Kepala Seksi Pengawasan 9c 1.430
297 | Kepala UPTD Workshop dan Peralatan lla 2.090
298 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
299 | Kepala Seksi Operasional 9c 1.430
300 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
301 | Kepala UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi lla 2.090
302 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
303 | Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi 8a 1.295
304 | Seksi Pengendalian Mutu 8a 1.295
305 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Medan lla 2.090
306 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
307 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
308 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
309 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Binjai lla 2.090
310 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
311 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
312 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
313 ?g)ga;ia UPTD Jalan dan Jembatan Tebing l1la 2,090
314 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
315 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
316 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
317 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Siantar lla 2.090
318 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
319 | Kepala Seksi Pembangunan 8a 1.295
320 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
321 g;ll)aila UPTD Jalan dan Jembatan Tanjung l1la 2,090
322 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
323 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
324 | Kepala Seksi Pemeliharaan 8a 1.295
325 IS{SEZ;PPTD Jalan dan Jembatan Dolok 11a 2 090
326 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
327 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
328 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
329 IS{iG:C{)i?rII?)IEJ;’IFD Jalan dan Jembatan Padang 11la 2.090
330 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
331 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
332 | Kepala Seksi Pemeliharaan 8a 1.295
333 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kotanopan lla 2.090
334 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
335 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
336 | Kepala Seksi Pemeliharaan 8a 1.295
337 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Sidikalang lla 2.090
338 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
339 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
340 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
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341 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kabanjahe 1la 2.090
342 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
343 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
344 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
345 g:;);;? UPTD Jalan dan Jembatan Rantau l1la 2.090
346 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
347 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
348 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
349 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Sibolga lla 2.090
350 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
351 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
352 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
353 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Gunungtua lla 2.090
354 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
355 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
356 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
357 | Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Tarutung lla 2.090
358 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
359 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
360 | Kepala Seksi Pemeliharaan 8a 1.295
361 Is{igila UPTD Jalan dan Jembatan Gunung 11a 2.090
362 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
363 | Kepala Seksi Pembangunan 9c 1.430
364 | Kepala Seksi Pemeliharaan 9c 1.430
365 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman 15¢ 3.230
366 | Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman 12¢ 2.115
367 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
368 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
369 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan

Informasi Publik 9c 1.430
370 | Kepala Bidang Rumah Umum lla 2.045
371 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan 9c 1.430
372 | Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan 9c 1.430
373 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9c 1.430
374 | Kepala Bidang Rumah Swadaya lla 2.045
375 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan 9c 1.430
376 | Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pelaksanaan 9c 1.430
377 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9c 1.430
378 | Kepala Bidang Kawasan Permukiman lla 2.045
379 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan 9c 1.430
380 Eigallilg S?eksi Pencegahan dan Peningkatan 9¢ 1.430
381 | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian 9c 1.430
382 IL{;:III)SE Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 11la 2.045
383 | Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan 9c 1.430
384 | Kepala Seksi Pelaksanaan 9c 1.430
385 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9c 1.430
386 | Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya 15¢ 3.930

dan Tata Ruang
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387 | Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya
12¢ 2.115
dan Tata Ruang
388 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
389 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
390 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas 9¢ 1.430
dan Informasi Publik )
391 | Kepala B1c'1ang Pengembangan Jaringan 11a 2.045
Sumber Air
392 | Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air 9c 1.430
393 iierpala Seksi Pembangunan dan Sumber Daya 9¢ 1.430
394 | Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
. 9c 1.430
Sumber Daya Air
395 | Kepala Bidang Cipta Karya 1la 2.045
396 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian 9c 1.430
397 | Kepala Seksi Pelaksanaan Air Minum
) 9c 1.430
dan Penyehatan Lingkungan
398 | Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan
- 9c 1.430
dan Pengembangan Permukiman
399 | Kepala Bidang Tata Ruang lla 2.045
400 | Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan 9c 1.430
401 | Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang 9c 1.430
402 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
9c 1.430
Pemanfaatan Ruang
403 | Kepala Bidang Jaringan Pemanfaatan Air lla 2.045
404 | Kepala Seksi Perencanaan Jaringan Air 9c 1.430
405 | Kepala Seksi Pembangunan Jaringan Air 9c 1.430
406 Kep_ala Sek§1 Operasi dan Pemeliharaan 9¢ 1.430
Jaringan Air
407 Kep.ala UPTD Pengelolaan Irigasi Wampu- 11a 5090
Besitang
408 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
409 | Kapala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 9c 1.430
410 Kepalg Seksi Sungai, Danau, Waduk dan 9¢ 1.430
Pantai
411 Kepala} UPTD Pengelolaan Irigasi Lau Renun- l1la 2,090
Lau Biang
412 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
413 Kepala Sel'<31 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
414 | Kepala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 8a 1.295
415 | Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Belawan- l1la 2,090
Padang
416 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
417 Kepala Sel'<31 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
418 | Kepala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 9c 1.430
419 | Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Bah Bolon lla 2.090
420 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
421 | Kepala Se1.<51 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
422 | Kepala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 9c 1.430
423 | Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Asahan- 11a 2.090
Danau Toba
424 | Kepala Bagian Tata Usaha lla 2.045
495 Kepala Se1.<51 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
426 | Kepala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 9c 1.430
427 | Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Kuala- 11a 2.090

Barumun
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428 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
429 | Kepala Sek.31 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
430 | Kepala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 9c 1.430
431 Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Batang 11la 2.090
Angkola
432 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
433 Kepala Se1§s1 Sungai, Danau, Waduk 8a 1.295
dan Pantai
434 | Kepala Seksi Irigasi Rawa Air dan Baku 9c 1.430
435 Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Batang Gadis- 11a 2.090
Batang Natal
436 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
437 Kepala Sek'31 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
438 | Kepala Seksi Irigasi Rawa dan Air Baku 9c 1.430
439 | Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Sibundong-
Batangtoru lla 2.090
440 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
441 | Kepala Sel'<31 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
442 | Kepala Seksi Irigasi Rawa dan Air Baku 9c 1.430
443 | Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Nias 1la 2.090
444 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
445 | Kepala Se1§s1 Sungai, Danau, Waduk 9¢ 1.430
dan Pantai
446 | Kepala Seksi Irigasi Rawa dan Air Baku 9c 1.430
447 | Kepala UPTD Dinas Cipta Karya Lubuk Pakam 1la 2.090
448 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
449 Kf:pala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9¢ 1.430
Lingkungan
450 | Kepala Seksi Penataan Bangunan
> 9c 1.430
dan Pengembangan Permukiman
451 | Kepala UPTD Dinas Cipta Karya Rantau Prapat 1la 2.090
452 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
453 Kf:pala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9¢ 1.430
Lingkungan
454 | Kepala Seksi Penataan Bangunan
) 9c 1.430
dan Pengembangan Permukiman
455 | Kepala UPTD Cipta Karya Pematang Siantar 1la 2.090
456 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
4357 Kf:pala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9¢ 1.430
Lingkungan
458 | Kepala Seksi Penataan Bangunan 8 1.995
dan Pengembangan Permukiman a )
459 | Kepala UPTD Cipta Karya Sibolga 1la 2.090
460 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
461 Eepala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9 1.430
ingkungan
462 | Kepala Seksi Penataan Bangunan
> 9c 1.430
dan Pengembangan Permukiman
463 | Kepala UPTD Cipta Karya Kabanjahe lla 2.090
464 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
465 Kf:pala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9¢ 1.430
Lingkungan
466 | Kepala Seksi Penataan Bangunan
dan Pengembangan Permukiman 9c 1.430
467 | Kepala UPTD Cipta Karya Gunung Sitoli lla 2.090
468 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
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469 Kf:pala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9¢ 1.430
Lingkungan
470 | Kepala Seksi Penataan Bangunan
> 9c 1.430
dan Pengembangan Permukiman
471 | Kepala UPTD Cipta Karya Padang Sidimpuan lla 2.090
472 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
473 Kf:pala Seksi Air Minum dan Penyehatan 9¢ 1.430
Lingkungan
474 | Kepala Seksi Penataan Bangunan 5
dan Pengembangan Permukiman 8c 1.16
475 | Kepala UPTD Cipta Karya Nias lla 2.090
476 | Kepala Seksi Penataan Bangunan
dan Pengembangan Permukiman 9c 1.430
477 K'epala Seksi Air Minum dan Peyehat 9¢ 1.430
Lingkungan
478 | Kepala Subbagian Tata Usaha 9c 1.430
479 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 15¢ 3.230
480 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12¢ 2.115
481 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
482 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
483 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas
dan Informasi Publik 9c 1.430
484 | Kepala Bidang Penegakan Perundang- 12¢ 2115
undangan
485 | Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 9c 1.430
486 | Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 9c 1.430
487 | Kepala Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik
Pegawai NegeriSipil 9c 1.430
488 | Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat 12¢ 2.115
489 | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 9c 1.430
490 | Kepala Seksi Monitor dan Pengawalan 9c 1.430
491 | Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga
dan Kemitraan 8a 1.295
492 | Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur lla 2.045
493 | Kepala Seksi Pelatihan Dasar 9c 1.430
494 | Kepala Seksi Pelatihan Teknis Fungsional 8a 1.295
495 | Kepala Seksi Data dan Pengembangan 9c 1.430
496 | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lla 2.045
497 | Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 8a 1.295
498 | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 9c 1.430
499 | Kepala Seksi Bina Penyelamatan 84 1.295
dan Kebakaran
500 | Kepala Dinas Sosial 15¢ 3.230
501 | Sekretaris Dinas Sosial 12¢ 2.115
502 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
503 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
504 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas
. . 9c 1.430
dan Informasi Publik
505 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial lla 2.045
506 | Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan
Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil 9c 1.430
507 | Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial 9 1.430
Kelembangan Masyarakat ¢ )
508 | Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, 9 1.430
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial ¢ )
509 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lla 2.045
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510 | Kepala S§k31 R.ehablhta31 Sosial Anak 9¢ 1.430
dan Lanjut Usia
511 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas ¢ 1.430
512 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Korban
Perdagangan Orang, Penyalahgunaan Napza 9c 1.430
dan Tuna Sosial
513 Kepgla Bidang Perlindungan dan Jaminan l1la 2045
Sosial
514 | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam Joc 1.430
515 | Kepala Seks1'Per11ndungan Sosial Korban 9 1.430
Bencana Sosial
516 | Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga 9c 1.430
517 | Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin lla 2.045
518 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin 9¢ 1.430
Perkotaan
519 Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin 9¢ 1.430
Perdesaan
520 | Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan AntarNegara 9c 1.430
521 K.ep.al'a UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia 11a 2.090
Binjai
522 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
523 | Kepala Sub Bagian Pengasuhan 8a 1.295
524 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia
. 1la 2.090
Kisaran-Rantau Prapat
525 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
526 | Kepala Seksi Pengasuhan Kisaran 8a 1.295
527 | Kepala Seksi Pengasuhan Rantau Prapat 8a 1.295
528 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Tunarungu l1la 2,090
Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar )
529 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
530 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
. 8a 1.295
Tunarungu Wicara
531 | Kepala Seksi Pengasuhan Lanjut Usia 8a 1.295
532 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak dan
. e 1la 2.090
Lanjut Usia Siborong-borong
533 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
534 | Kepala Seksi Pengasuhan Anak 8a 1.295
535 | Kepala Seksi Pengasuhan Lanjut Usia 8a 1.295
536 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja
. 1la 2.090
Tanjung Morawa
537 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
538 | Kepala Seksi Pengasuhan 8a 1.295
539 | Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut 9c 1.430
540 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan
R 1la 2.090
dan Pengemis Binjai
541 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
542 Kepgla Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi 8a 1.295
Sosial
543 | Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut 9c 1.430
544 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra 11 9.090
Sei Buluh-Serdang Bedagai a )
545 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
546 Kepgla Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi 9 1.430
Sosial
547 | Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut 9c 1.430
548 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra
1la 2.090

dan Tuna Daksa Tebing Tinggi
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549 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
550 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
Sosial Tuna Netra 8a 1.295
551 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
. 8a 1.295
Sosial Tuna Daksa
552 K.ep.ala UPTD Pelayanan Sosial Anak l1la 2,090
Sidimpuan
553 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
554 | Kepala Seksi Pengasuhan 8a 1.295
555 Ié(;}i):la Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut 9¢ 1.430
556 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan 11 9.090
dan Pengemis Pinang Sori a )
557 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
558 Kepgla Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi 3a 1.295
Sosial
559 Iiepa.la Sek'm Terminasi dan Pembinaan 9 1.430
anjut Usia
560 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak
Sidikalang-Kabanjahe lla 2.090
561 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
562 | Kepala Seksi Pengasuhan Sidikalang 8a 1.295
563 | Kepala Seksi Pengasuhan Kabanjahe 8a 1.295
564 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna 11 5.090
Susila dan Tuna Laras Brastagi a )
565 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
566 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
Sosial Wanita Tuna Susila 8a 1.295
567 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
. 8a 1.295
Sosial Tuna Laras
568 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta
Belidahan -Sicanang lla 2.090
569 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
570 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
Sosial Belidahan 8a 1.295
571 Kepgla Sek51 Pengasuhan dan Rehabilitasi 84 1.295
Sosial Sicanang
572 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta 11 9.090
Lau Simomo-Huta Salem a )
573 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
574 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
- - 8a 1.295
Sosial Lau Simomo
575 | Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi
- 8a 1.295
Sosial Huta Salem
576 K.epa.la UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunung 11la 2.090
Sitoli
577 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
578 | Kepala Seksi Pengasuhan 8a 1.295
579 | Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut 8a 1.295
580 | Kepala UPTD Pelayanan Soial Anak Balita l1la 2.090
Medan
581 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
582 | Kepala Seksi Pengasuhan 8a 1.295
583 | Kepala UPTD Pelayanan Sosial Anak
Penyabungan lla 2.090
584 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8c 1.165
585 | Kepala Seksi Pengasuhan 8c 1.165
586 Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut 8¢ 1.165
Usia
587 | Kepala Dinas Tenaga Kerja 15¢ 3.230
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588 | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 12¢ 2.115
589 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
590 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
591 | Kepala Sub Bagian Program dan Akuntabilitas 9 1.430
dan Informasi Publik ¢ )
592 | Kepala Bidang Pemblpaan, Pelatihan l1la 2045
dan Penempatan Kerja
593 | Kepala Seksi Pengembangan Perluasan 9 1.430
Kesempatan Kerja ¢ )
594 | Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja 9c 1.430
595 | Kepala Seksi Latihan, Standarisasi
dan Kompetensi Kerja 9c 1.430
596 | Kepala Bidang Hubungan Industrial lla 2.045
597 | Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial
) 9c 1.430
Tenaga Kerja
598 | Kepala Seksi Persyaratan Kerja 9c 1.430
599 | Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan
. 9c 1.430
Hubungan Industrial
600 | Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan lla 2.045
601 | Kepala Sek31‘ Penegakan Hukum 9¢ 1.430
Ketenagakerjaan
602 | Kepala Seksi Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja 9¢ 1.430
603 | Seksi Ketenagakerjaan 9c 1.430
604 | Kepala Bidang Ketransmigrasian lla 2.045
605 | Kepala Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan
dan Penyelesaian Permasalahan 9c 1.430
606 | Kepala Seksi Pembangunan Permukiman 9c 1.430
607 | Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi 9c 1.430
608 | Kepala UPTD Pelatihan Tenaga Kerja lla 2.090
609 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
610 | Kepala Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil 8a 1.295
611 | Kepala Seksi Pelatihan Pengembangan 9 1.430
Produktivitas dan Berbasis Masyarakat ¢ )
612 | Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah I dengan Cakupan Kota Medan, Kota 11la 2.090
Binjai, Kabupaten Langkat, Berkedudukan )
di Kota Medan
613 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
614 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
615 | Kepala Seksi Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja 9¢ 1.430
616 | Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II dengan cakupan Kerja Kabupaten
Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing 1la 2.090
Tinggi , Berkedudukan di Kabupaten Deli
Serdang
617 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
618 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
Kepala Seksi Norma Keselamatan
619 dan Kesehatan Kerja Jc 1.430
620 | Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah III dengan cakupan kerja Kota
Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun,
Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, 1la 2.090
Kabupaten Karo, Dairi, Kabupaten Pakpak
Bharat, Berkedukukan di Kota
Pematangsiantar
621 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
622 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
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623 | Kepala Seksi Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja 9¢ 1.430
624 | Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah IV dengan cakupan kerja Kota Tanjung
Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu 11a 2.090
Bara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten )
Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan
Batu Selatan, Berkedudukan di Labuhan Batu
625 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
626 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
627 | Kepala Seksi Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja 9 1.430
628 | Kepala UPTD Pengwasan Ketenagakerjaan
Wilayah V dengan cakupan kerja Kota Padang
Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten 11a 2.090
Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas
Utara, Berkedudukan di Kabupaten Padang
Sidimpuan
629 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
630 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
631 | Kepala Seksi Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja 9 1.430
632 | Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah VI dengan cakupan kerja Kota Sibolga,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten
Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten lla 2.090
Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias
Barat dan Kabupaten Nias Selatan,
Berkedudukan di Kota Sibolga
633 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
634 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
635 | Kepala Seksi Norma Keselamatan
dan Kesehatan Kerja 9 1.430
636 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 15¢ 3.230
637 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
. 12¢ 2.115
dan Perlindungan Anak
638 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
639 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
640 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas
. . 9c 1.430
dan Informasi Publik
641 | Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan
dan Keluarga lla 2.045
642 | Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang 8a 1.295
Ekonomi
643 | Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sa 1.295
Sosial Politik dan Hukum
644 | Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang 8a 1.295
Kualitas Keluarga
645 | Kepala Bidang Data, Informasi Gender l1la 2045
dan Anak
646 | Kepala Seksi dan Informasi Gender 8c 1.165
647 | Kepala Seksi Data dan Informasi Anak 8c 1.165
648 | Kepala Seksi Data dan Informasi 9c 1.430
649 | Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak lla 2.045
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650 | Kepala Seksi Lingkur'lgan Keluar'ge'l, 8¢ 1.165

Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya
651 gzﬁ?i?pzzlfm Hak Sipil, Informasi dan 8a 1.295
s
653 | Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan l1la 2045

dan Hak Khusus Anak
654 | Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan 8a 1.295
655 | Kepala Seksi Perlindungan Hak Khusus Anak 8a 1.295
656 ggﬁﬁi aSEkSI Data Kekerasan Perempuan 3a 1.295
657 | Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu 11a 2.090

Pemberdayaan Perempuan dan Anak
658 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8c 1.165
659 | Kepala Seksi Pelayanan 8a 1.295
660 | Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama 8a 1.295
661 f‘{ae:al::t]e):zzls{ aI:letahanan Pangan 15¢ 3.230
662 Scféiel;géinzll?aa; Ketahanan Pangan 12¢ 2115
663 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
664 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
665 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
666 geelggil Bidang Ketersediaan dan Distribusi 11a 2.045
667 | Kepala Seksi Ketersediaan Pangan 8a 1.295
668 | Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan 9c 1.430
669 | Kepala Seksi Kerawangan Pangan 9c 1.430
670 gaegaglil Bidang Konsumsi dan Keamanan 11a 5045
671 | Kepala Seksi Konsumsi Pangan 9c 1.430
672 | Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi

Pangan 8a 1.295
673 | Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan 9c 1.430
674 | Kepala Bidang Kesehatan Hewan lla 2.045
675 | Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan 8a 1.295
676 | Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan 9c 1.430
677 | Kepala Seksi Investigasi Penyakit Hewan 9c 1.430
678 | Kepala Bidang Peternakan lla 2.045
679 | Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak 9c 1.430
680 ?:f;ali Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil 8a 1.995
681 | Kepala Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan 9c 1.430
682 Iézzal}ilegil;?liaéznf;egawasan Mutu 11a 2 090
683 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
684 | Kepala Seksi Pengujian Mutu Pangan 9c 1.430
685 | Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan 9c 1.430
686 | Kepala UPTD Inseminasi Buatan lla 2.090
687 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
688 | Kepala Seksi Produksi 9c 1.430
689 | Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi 9c 1.430
690 | Kepala UPTD Kesehatan Masyarakat Venteriner lla 2.090
691 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
692 | Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi 9c 1.430
693 | Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan 8a 1.295
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694 | Kepala UPTD Klinik Hewan lla 2.090
695 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
696 | Kepala Seksi Pelayanan Medik 9c 1.430
697 | Kepala Seksi Penunjang dan Rekam Medik 8a 1.295
698 | Kepala UPTD Pengujian dan Pengembangan 11 5090
Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara a )
699 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
700 | Kepala Seksi Mutu 9c 1.430
701 | Kepala Seksi Teknis 9c 1.430
702 | Kepala UPTD Teknis Pembibitan Ternak
- ; 1la 2.090
Ruminansia Lobu Sona
703 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
704 | Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi 9c 1.430
705 | Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi 8a 1.295
706 | Kepala UPTD Pembibitan Ternak Unggas 11a 2.090
dan Sapi Sihitang
707 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
708 | Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi 9c 1.430
709 | Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi 8a 1.295
710 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
15¢ 3.230
Keluarga Berencana
711 | Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk
12¢ 2.115
dan Keluarga Berencana
712 | Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Keuangan 9c 1.430
713 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas 9 1.430
dan Informasi Publik ¢ )
714 | Kepala Bidang Keluarga Berencana 12¢ 2.115
715 | Kepala Seksi Komunikasi, Informasi, Edukasi
dan Advokasi; 9c 1.430
716 | Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga
Berencana 9c 1.430
717 | Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan
Kesertaan 9c 1.430
Keluarga Berencana
718 | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga 12¢ 2.115
719 | Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga
Sejahtera 9 1.430
720 | Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita,
Anak, Lanjut 9c 1.430
Usia
721 | Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja 8a 1.295
722 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 12¢ 2.115
723 | Kepala Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pengendalian Penduduk 9c 1.430
724 | Kepala Seksi Pemetaan Kebijakan
Pengendalian Penduduk 9c 1.430
725 | Kepala Seksi Data dan Informasi 9c 1.430
726 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup 15¢ 3.230
727 | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 12¢ 2.115
728 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
729 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
730 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas
dan Informasi Publik 9c 1.430
731 | Kepala Bidang Tata Lingkungan lla 2.045
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732 | Kepala Seksi Inventarisasi Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 9 1.430

Hidup, Kajian Lingkungan Hidup, Kajian ¢ )

Lingkungan Hidup Strategis
733 | Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 9c 1.430
734 | Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup 9c 1.430
735 | Kepala Bidang Pengelolaan Limbah, Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun lla 2.045

dan Persampahan
736 | Kepala Seksi Pengelolaan Sampah 9c 1.430
737 | Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun 9 1.430
738 | Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis 9c 1.430
739 | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup lla 2.045
740 | Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan 9c 1.430
741 | Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan 9c 1.430
742 | Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan 8a 1.295
743 | Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup lla 2.045
744 | Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup 9c 1.430
745 | Kepala Seksi Penegakan Hukum dan

Lingkungan Hidup 9c 1.430
746 | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup 9c 1.430
747 | Kepala UPTD Pengelolaan Kualitas Air Danau l1la 2,090

Toba
748 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
749 | Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Air 9c 1.430
750 | Kepala Seksi Pengembangan Data

dan Informasi oc 1.430
751 | Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan lla 2.090
752 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
753 | Kepala Seksi Pengendalian Mutu 9c 1.430
754 | Kepala Seksi Pengujian 9c 1.430
755 | Kepala UPTD Pengelolaan Sampah lla 2.090
756 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
757 | Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan 9c 1.430
758 Kepgla Seksi Pengolahan dan Pemrosesan 9¢ 1.430

Akhir
759 | Kepala UPTD Pengelolaan Limbah Cair l1la 2,090

Domestik
760 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
761 | Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemantauan

Limbah Cair Domestik 9c 1.430
762 | Kepala Seksi Pengembangan Data 8a 1.295

dan Informasi
763 Is{ieplﬁlla Dinas Kependudukan dan Catatan 15¢ 3230
764 S.ek.retarls Dinas Kependudukan dan Catatan 12¢ 2115

Sipil
765 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
766 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
767 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan

Informasi Publik 8a 1.295
768 | Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk lla 2.045
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769 | Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pendaftaran Penduduk 8a 1.295
770 | Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran

Penduduk 8a 1.295
771 | Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan

Dokumentasi 9c 1.430
772 | Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil 12¢ 2.115
773 | Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pencatatan Sipil 9c 1.430
774 | Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil 8a 1.295
775 | Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi

dan Dokumentasi 8a 1.295
776 | Kepala Bidang PIAK 12¢ 2.115
777 | Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana 3a 1.295

PIAK dan ABD )
778 | Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 9 1.430

Kependudukan ¢ )
779 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9c 1.430
780 | Kepala Bidang Kelembagaan 1la 2.045
781 | Kepala Seksi Kerjasama 9c 1.430
782 | Kepala Seksi Pemanfaatan dan Dokumen

Kependudukan 8a 1.295
783 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 8a 1.295
784 | Kepala Dinas Pemberberdayaan Masyarakat

dan Desa 15¢ 3.230
785 | Sekretaris Dinas Pemberberdayaan Masyarakat

dan Desa 12¢ 2.115
786 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
787 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
788 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan

Informasi Publik 9c 1.430
789 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa lla 2.045
790 | Kepala Seksi Penataan Sarana Prasarana 9¢ 1.430

Pemerintahan Desa )
791 | Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa 9c 1.430
792 | Kepala Seksi Administrasi Produk Hukum Desa

dan Peningkatan Kapasitas 9c 1.430
793 | Kepala Bidang Kelembagaan Desa lla 2.045
794 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama 84 1.295

Desa
795 | Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa 8a 1.295
796 | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan

Desa Adat 9c 1.430
797 | Kepala Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa lla 2.045
798 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

dan Pelayanan Sosial Dasar 9c 1.430
799 | Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi

Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat 9c 1.430

Guna
800 | Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan

Prasarana oc 1.430
801 | Kepala Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan lla 2.045
802 | Kepala Seksi Pembangunan Ekonomi

9c 1.430

dan Kerjasama Kawasan Perdesaan
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803 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan

Perdesaan 9c 1.430
804 | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9 1.430

Alam Kawasan Perdesaan ¢ )
805 | Kepala Dinas Perhubungan 15¢ 3.230
806 | Sekretaris Dinas Perhubungan 12¢ 2.115
807 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
808 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
809 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas 9 1.430

dan Informasi Publik ¢ )
810 | Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan lla 2.045
811 | Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan 9c 1.430
812 | Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan 9c 1.430
813 | Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Ic 1.430
814 | Kepala Bidang Angkutan Jalan lla 2.045
815 | Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 8a 1.295
816 | Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam

Trayek dan Angkutan Barang I 1.430
817 | Kepala Seksi Terminal 9c 1.430
818 | Kepala Bidang Pelayaran lla 2.045
819 | Kepala Seksi Kepelabuhanan 9c 1.430
820 | Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan

Pelayaran Ic 1.430
821 | Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat,

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 8a 1.295
822 | Kepala Bidang Perkeretaapian

dan Pengembangan lla 2.045
823 | Kepala Seksi Perkeretaapian 9c 1.430
824 | Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan 8a 1.295
825 | Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi 9 1.430

Perhubungan ¢ )
826 | Kepala UPTD Angkutan Danau dan

Penyeberangan Dinas Perhubungan lla 2.090
827 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
828 | Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan 9c 1.430
829 | Kepala Seksi Operasi Sarana dan Prasarana

Perhubungan 9c 1.430
830 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Langkat lla 2.090
831 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
832 | Kepala Seksi Operasional Prasarana

dan Sarana Perhubungan 9c 1.430
833 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Prasarana dan Sarana Perhubungan. 9c 1.430
834 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Pematangsiantar lla 2.090
835 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
836 | Kepala Seksi Operasional Prasarana 9 1.430

dan Sarana Perhubungan ¢ )
837 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Prasarana dan Sarana Perhubungan. 9c 1.430
838 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Dolok Sanggul lla 2.090
839 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
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Kepala Seksi Operasional Prasarana

840 dan Sarana Perhubungan 9c 1.430
841 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian 9¢ 1.430

Prasarana dan Sarana Perhubungan
842 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Gunung Tua lla 2.090
843 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
844 | Kepala Seksi Operasional Prasarana

dan Sarana Perhubungan 9 1.430
845 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Prasarana dan Sarana Perhubungan. 9c 1.430
846 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan

Prasarana Kabanjahe lla 2.090
847 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
848 | Kepala Seksi Operasional Prasarana

dan Sarana Perhubungan 9c 1.430
849 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Prasarana dan Sarana Perhubungan 9c 1.430
850 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Tanjung Balai lla 2.090
851 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
852 | Kepala Seksi Operasional Prasarana

dan Sarana Perhubungan 9 1.430
853 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Prasarana dan Sarana Perhubungan 9c 1.430
854 | Kepala UPTD Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Gunung Sitoli lla 2.090
855 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
856 | Kepala Seksi Operasional Prasarana 9 1.430

dan Sarana Perhubungan ¢ )
857 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Prasarana dan Sarana Perhubungan 9c 1.430
858 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 15¢ 3.230
859 | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12¢ 2.115
860 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
861 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
862 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
863 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik lla 2.045
864 | Kepala Seksi Opini Publik 9c 1.430
865 | Kepala Seksi Informasi Publik 9c 1.430
866 | Kepala Seksi Media Publik 9c 1.430
867 | Kepala Bidang Pengelola Komunikasi Publik lla 2.045
868 | Kepala Seksi Layanan Informasi Publik 8a 1.295
869 | Kepala Seksi Statistik Sektoral 9c 1.430
870 | Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik 8a 1.295
871 | Kepala Bidang Teknologi Informasi

dan Komunikasi l1a 2.045
872 | Kepala Seksi Infrastruktur 8a 1.295
873 | Kepala Seksi Pengolahan Data 8a 1.295
874 | Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi 9 1.430

dan Keamanan Informasi ¢ )
875 | Kepala Bidang Layanan e-Government 1la 2.045
876 | Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi 9c 1.430
877 | Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem

9c 1.430

e-Government
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878 | Kepala Seksi Tata Kelola e-Government 9c 1.430
879 | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 15¢ 3230
Menengah
880 | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 12¢ 2.115
881 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
882 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
883 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas
. . 9c 1.430
dan Informasi Publik
884 | Kepala Bidang Kelembagaan lla 2.045
885 | Kepala Seksi Kelembagaan 8a 1.295
886 | Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, Laporan
dan Data 9c 1.430
887 | Kepala Seksi Pengelolaan Data 9c 1.430
888 | Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi lla 2.045
889 | Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi 9c 1.430
890 | Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Koperasi 8a 1.295
891 | Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan
dan Perlindungan Koperasi 8a 1.295
892 | Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lla 2.045
893 | Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi 9c 1.430
894 | Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan 8a 1.295
dan Usaha
895 | Kepala Seksi Penetapan Peraturan dan Sanksi 9c 1.430
896 | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil lla 2.045
897 | Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kecil 9c 1.430
898 | Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan
- . 9c 1.430
dan Perlindungan usaha kecil
899 | Kepala Seksi Peningkatan Kewirausahaan 9c 1.430
900 | Kepala UPTD Pelatihan Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah lla 2.090
901 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
902 | Kepala Seksi Pelatihan dan Pengajaran 9c 1.430
903 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9c 1.430
904 | Kepala UPT Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Pusat Layanan Usaha Terpadu lla 2.090
905 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
906 | Kepala Seksi Pameran dan Promosi 9c 1.430
907 | Kepala Seksi Pelayanan Usaha 9c 1.430
908 | Kepala Dinas Penanaman Modal 15 3.930
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ¢ )
909 | Sekretaris as Penanaman Modal dan Pelayanan
. . 12¢ 2.115
Perizinan Terpadu Satu Pintu
910 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
911 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
912 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas
. . 9c 1.430
dan Informasi Publik
913 | Kepala Bidang Perencanaan 11la 2.045
dan Pengembangan
914 | Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 9c 1.430
915 | Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan
Potensi dan Kewilayahan 9c 1.430
916 | Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 9c 1.430
917 | Kepala Bidang Promosi 12¢ 2.115
918 | Kepala Seksi Pengembangan Promosi 9c 1.430
919 | Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi 9c 1.430
920 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi 9c 1.430
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921 | Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian 12¢ 2.115
922 | Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian 9c 1.430
923 | Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi 9c 1.430
924 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi 9c 1.430
925 | Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Sumber 11a 2.045

Daya Alam
926 | Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Sumber

Daya Mineral 9c 1.430
927 | Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Pertanian

dan KelautanPerikanan 9c 1.430
928 | Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Kehutanan,

Lingkungan Hidup dan Ketenagalistrikan 9c 1.430
929 | Kepala Bidang Pelayanan Perijinan 5

Infrastruktur, Ekonomi danSosial l1a 2.04
930 | Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Pekerjaan

Umum,Perhubungan dan Komunikasi 9c 1.430

Informatika
931 | Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Perindustrian

Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 9c 1.430
932 | Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Pendidikan,

Kesehatan,Tenaga Kerja dan Sosial 9 1.430
933 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 15¢ 3.230
934 | Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 12¢ 2.115
935 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
936 | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 9c 1.430
937 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas 3 1.295

dan Informasi Publik a :
938 | Kepala Bidang Layanan Kepemudaan lla 2.045
939 | Kepala Seksi Penyadaran Pemuda 8a 1.295
940 | Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 9c 1.430
941 | Kepala Seksi Pengembangan Pemuda 9c 1.430
942 | Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga lla 2.045
943 | Kepala Seksi Pembakatan, [lmu Pengetahuan

dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan 8a 1.295
944 gepala Sek31 Promosi Olahraga dan Olahraga 9 1.430

restasi

945 | Kepala Seksi Standarisasi Olahraga 8a 1.295
946 | Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga lla 2.045
947 | Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra

Olahraga 9c 1.430
948 | Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional

dan Layanan Khusus 9c 1.430
949 | Kepala Seksi Penghargaan Olahraga 9c 1.430
950 Kepgla Bidang Sarana Prasarana dan 11la 2.045

Kemitraan
951 | Kepala Seksi Sarana Prasarana Pemuda 9c 1.430
952 | Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga 9c 1.430
953 | Kepala Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga 9c 1.430
954 | Kepala UPTD Sekolah Kebakatan Olahraga lla 2.090
955 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8c 1.165
956 | Kepala Seksi Kebakatan Olah Raga 8c 1.165
957 | Kepala Seksi Pelatihan Olahraga 8c 1.165
958 | Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat

Olahraga 1la 2.090
959 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
960 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 15¢ 3.230
961 | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12¢ 2.115
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962 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
963 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
964 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
965 | Kepala Bidang Seni, Budaya

dan Pengembangan Ekonomi Kreatif lla 2.045
966 | Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian 8 1.295

Seni Budaya a )
967 | Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya 9c 1.430
968 | Kepala Seksi Perfilman dan Pengembangan

Ekonomi Kreatif 9c 1.430
969 | Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan lla 2.045
970 | Kepala Seksi Pelestarian Sejarah

dan Kepurbakalaan 8a 1.295
971 | Kepala Seksi Informasi Sejarah Kepurbakalaan 9c 1.430
972 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan 9 1.430

Sejarah Kepurbakalaan ¢ )
973 | Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata lla 2.045
974 | Kepala Seksi Promosi Pariwisata 8a 1.295
975 Kepalg Seksi Distribusi dan Informasi 9¢ 1.430

Pariwisata
976 | Kepala Seksi Sadar Wisata 9c 1.430
977 Kepalg Bidang Bina Objek dan Usaha l1la 2045

Pariwisata
978 | Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata 9c 1.430
979 | Kepala Seksi Usaha Pariwisata 9c 1.430
980 Kepalg Seksi Monitoring dan Evaluasi 9¢ 1.430

Pariwisata
981 | Kepala UPTD Taman Budaya lla 2.090
982 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
983 | Kepala Seksi Pagelaran Seni Budaya 9c 1.430
984 | Kepala Seksi Sarana Prasarana 9c 1.430
985 Kepgla UPTD Museum Negeri 11a 2.090

Provinsi Sumatera Utara
986 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
987 | Kepala Seksi Koleksi dan Edukasi 8a 1.295
988 | Kepala Seksi Konservasi dan Reperasi 8a 1.295
989 | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip 15¢ 3.230
990 | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip 12¢ 2.115
991 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
992 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
993 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 8a 1.295
994 | Kepala Bidang Layanan Perpustakaan

dan Teknologi Informasi lla 2.045
995 | Kepala Seksi Layanan Perpustakaan 9c 1.430
996 | Kepala Seksi Teknologi Informasi 9c 1.430
997 | Kepala Seksi Pengembangan Jejaring Layarra

Perpustakaan 8a 1.295
998 | Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya

. 1la 2.045

Manusia dan Kelembagaan
999 | Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia 8a 1.295
1000 | Kepala Seksi Kelembagaan Dan Kerjasama

Perpustakan 9c 1.430
1001 | Kepala Seksi Pembudayan Gemar Membaca 8a 1.295
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1002 | Kepala Bidang Pengolahan Bahan Pustaka

dan Deposit Daerah 12c 2.115
1003 | Kepala Seksi Pengolahan Bahan Pustaka 8a 1.295
1004 | Kepala Seksi Deposit Daerah 8a 1.295
1005 | Kepala Seksi Pelestarian Pustaka 8a 1.295
1006 | Kepala Bidang Arsip lla 2.045
1007 | Kepala Seksi Sistem Administrasi

dan Pembinaan Kearsipan 8a 1.295
1008 | Kepala Seksi Penyelamatan Arsip 9c 1.430
1009 | Kepala Seksi Pelayanan Informasi

dan Kearsipan 9c 1.430
1010 | Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan 15¢ 3.230
1011 | Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan 12¢ 2.115
1012 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1013 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1014 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1015 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan lla 2.045
1016 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Budi Daya Ikan 9c 1.430
1017 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9c 1.430
1018 | Kepala Seksi Pembinaan Usaha Budi Daya,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9c 1.430
1019 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap lla 2.045
1020 | Kepala Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan

Sumber Daya Perikanan Tangkap 9c 1.430
1021 | Kepala Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan,

Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan 9c 1.430
1022 | Kepala Seksi Pengelolaan Kepelabuhan

Perikanan dan Kenelayanan 9c 1.430
1023 | Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil lla 2.045
1024 | Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pemberdayaan Masyarakat 9c 1.430
1025 | Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi

dan Sumber Daya Pengawasan Perikanan 8a 1.295

Tangkap
1026 | Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kawasan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9c 1.430
1027 | Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan lla 2.045
1028 | Kepala Seksi Pengawasan Perikanan Tangkap,

Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 9c 1.430
1029 | Kepala Seksi Pengawasan Budidaya Ikan,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9c 1.430
1030 | Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran

dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan Oc 1.430

dan Perikanan
1031 | Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
1032 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1033 | Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan 9c 1.430
1034 | Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan 8a 1.295
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1035 | Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai

Pulau Tello lla 2.090
1036 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1037 | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 8a 1.295
1038 | Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan 9c 1.430
1039 | Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai

Tanjung Balai Asahan lla 2.090
1040 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1041 | Kepala Seksi Pengembangan Peningkatan

Kualitas Pelabuhan Perikanan Pantai 8a 1.295
1042 | Kepala Seksi Pembinaan Operasional

Pelabuhan 9c 1.430
1043 | Kepala UPTD Budidaya Ikan Air Payau

dan Laut Provinsi Sumatera Utara yang 1la 2.090

berkedudukan di Sialang Buah
1044 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1045 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1046 | Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan

Teknologi 9c 1.430
1047 | Kepala UPTD PPI Belawan lla 2.090
1048 | Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1049 | Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat 84 1.295

Tangkap
1050 | Kepala Seksi Pelatihan Keterampilan

dan Informasi 8a 1.295
1051 | Kepala Dinas Kehutanan 15¢ 3.230
1052 | Sekretaris Dinas Kehutanan 12¢ 2.115
1053 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1054 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1055 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9 1.430
1056 | Kepala Bidang Penatagunaan Hutan lla 2.045
1057 Kf:pala Seksi Inventarisasi dan Jasa 9¢ 1.430

Lingkungan
1058 | Kepala Seksi Penataan Kawasan Hutan 9c 1.430
1059 | Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan 9c 1.430
1060 | Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan lla 2.045
1061 | Kepala Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan 9c 1.430
1062 | Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembenihan 9c 1.430
1063 | Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 9c 1.430
1064 | Kepala Bidang Pengusahaan Hutan lla 2.045
1065 | Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam 9c 1.430
1066 | Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman 9c 1.430
1067 | Kepala Seksi Iuran, Peredaran dan Industri

Hasil Hutan 9c 1.430
1068 | Kepala Bidang Perlindungan Hutan lla 2.045
1069 | Kepala Seksi Pengamanan Hutan 9c 1.430
1070 | Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan

dan Konservasi Sumber Daya Alam 9c 1.430
1071 | Kepala Seksi Penegakan Hukum 9c 1.430
1072 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah I Stabat lla 2.090
1073 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1074 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

9c 1.430

Hutan
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1075 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1076 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah II Pematangsiantar lla 2.090
1077 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1078 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1079 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1080 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah III Kisaran lla 2.090
1081 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1082 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1083 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1084 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah IV Balige lla 2.090
1085 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1086 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1087 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1088 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah V Aek Kanopan lla 2.090
1089 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1090 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1091 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1092 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah VI Sipirok lla 2.090
1093 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1094 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1095 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1096 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah VII Gunungtua lla 2.090
1097 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1098 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1099 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1100 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah VIII Kotanopan lla 2.090
1101 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1102 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1103 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1104 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah IX Panyabungan lla 2.090
1105 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
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1106 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1107 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1108 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah X Sidimpuan lla 2.090
1109 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1110 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1111 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1112 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XI Pandan lla 2.090
1113 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1114 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1115 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1116 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XII Tarutung lla 2.090
1117 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1118 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1119 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1120 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XIII Doloksanggul lla 2.090
1121 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1122 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1123 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1124 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan 11 5.090

Wilayah XIV Sidikalang a )
1125 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1126 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1127 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1128 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XV Kabanjahe lla 2.090
1129 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1130 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1131 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1132 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Wilayah XVI Gunungsitoli lla 2.090
1133 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1134 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1135 | Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat 9c 1.430
1136 | Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Taman

1la 2.090

Hutan Raya Bukit Barisan
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1137 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1138 | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan

Hutan 9c 1.430
1139 | Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan

Konservasi Sumber Daya Alam 9c 1.430
1140 | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral 15¢ 3.230
1141 | Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral 12¢ 2.115
1142 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1143 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1144 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1145 | Kepala Bidang Mineral dan Batubara lla 2.045
1146 | Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah lla 2.045
1147 | Kepala Bidang Energi lla 2.045
1148 | Kepala Bidang Ketenagalistrikan lla 2.045
1149 | Kepala UPTD Laboratorium Energi dan Sumber

Daya Mineral berkedudukan di Kota Medan lla 2.090
1150 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1151 | Kepala Seksi Pemetaan 9c 1.430
1152 | Kepala Seksi Laboratorium 9c 1.430
1153 | Kepala Cabang Dinas Wilayah I berkedudukan

di Deli Serdang 12b 2.265
1154 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1155 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 9c 1.430
1156 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 9c 1.430
1157 | Kepala Cabang Dinas Wilayah II berkedudukan

di Kabupaten Humbang Hasundutan 12b 2.265
1158 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1159 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 9c 1.430
1160 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 9c 1.430
1161 | Kepala Cabang Dinas Wilayah III

berkedudukan di Kota Pematangsiantar 12b 2.265
1162 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1163 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 9c 1.430
1164 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 9c 1.430
1165 | Kepala Cabang Dinas Wilayah IV

berkedudukan di Kabupaten Labuhan Batu 12b 2.265
1166 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1167 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 8c 1.165
1168 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 8a 1.295
1169 | Kepala Cabang Dinas Wilayah V berkedudukan

di Kabupaten Tapanuli Tengah 12b 2.265
1170 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1171 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 9c 1.430
1172 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 9c 1.430
1173 | Kepala Cabang Dinas Wilayah VI

berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal 12b 2.265
1174 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1175 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 8a 1.295
1176 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 8a 1.295
1177 | Kepala Cabang Dinas Wilayah VII

berkedudukan di Kabupaten Gunung Sitoli 12b 2.265
1178 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8c 1.165
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1179 | Kepala Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral 8c 1.165
1180 | Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan 8c 1.165
1181 | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15¢ 3.230
1182 | Sekretaris Dinas Perindustrian 12¢ 2115

dan Perdagangan
1183 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
1184 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1185 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1186 | Kepala Bidang Industri Logam, Mesin,

Elektronika dan Aneka lla 2.045
1187 | Kepala Seksi Industri Logam Dasar Fero

dan Non Fero 9c 1.430
1188 | Kepala Seksi Industri Mesin, Peralatan

Rekayasa dan Rancang Bangun 9c 1.430
1189 | Kepala Seksi Industri Tekstil, Elektronika

dan Aneka 8a 1.295
1190 | Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil

Hutan 1la 2.045
1191 | Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan 9c 1.430
1192 | Kepala Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir 9c 1.430
1193 | Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah 9c 1.430
1194 | Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri lla 2.045
1195 | Kepala Seksi Informasi, Kebijakan

dan Pengawasan Perdagangan 9c 1.430
1196 | Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok,

Harga dan Promosi 9c 1.430
1197 | Kepala Seksi Kelembagaan Usaha dan

Pendaftaran Perusahaan 8a 1.295
1198 | Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri lla 2.045
1199 | Kepala Seksi Ekspor 9c 1.430
1200 | Kepala Seksi Import 9c 1.430
1201 | Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan

Internasional 8a 1.295
1202 | Kepala UPTD Perlindungan Konsumen Medan lla 2.090
1203 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1204 | Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar

dan Jasa 9c 1.430
1205 | Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen

dan Pelaku Usaha 8a 1.295
1206 | Kepala UPTD Perlindungan Konsumen

Pematangsiantar lla 2.090
1207 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1208 | Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar

dan Jasa 9c 1.430
1209 | Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen

dan Pelaku Usaha 8a 1.295
1210 | Kepala UPTD Perlindungan Konsumen Kisaran lla 2.090
1211 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1212 | Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar

dan Jasa 9c 1.430
1213 | Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen

dan Pelaku Usaha 8a 1.295
1214 | Kepala UPTD Perlindungan Konsumen Sibolga lla 2.090
1215 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
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1216 | Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar

dan Jasa 8a 1.295
1217 | Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen

dan Pelaku Usaha 9c 1.430
1218 g;;;:rllag Il{/[il;l[;rf’engujian dan Sertifikasi Mutu 11a 2.090
1219 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1220 | Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi 8a 1.295
1221 | Kepala Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu 8a 1.295
1222 | Kepala Dinas Perkebunan 15¢ 3.230
1223 | Sekretaris Dinas Perkebunan 12¢ 2.115
1224 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1225 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1226 | Kepala Sub ngian.Program, Akuntabilitas 9¢ 1.430

dan Informasi Publik
1227 | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana lla 2.045
1228 | Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan 8a 1.295
1229 | Kepala Seksi Pupuk, Alat dan Mesin 9c 1.430
1230 | Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi 9c 1.430
1231 | Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan lla 2.045
1232 | Kepala Seksi Optimasi dan Pengembangan 8a 1.295
1233 | Kepala Seksi Budidaya Tanaman Semusim

dan Rempah 9c 1.430
1234 | Kepala Seksi Budidaya Tanaman Tahunan

dan Penyegar 9c 1.430
1235 | Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran lla 2.045
1236 | Kepala Seksi Pembinaan Usaha 9c 1.430
1237 | Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil 8a 1.295
1238 | Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil 9c 1.430
1239 | Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan

Sumber Daya lla 2.045
1240 | Kepala Seksi Pengamatan dan Pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman 8a 1.295
1241 | Kepala Seksi Gangguan Usaha dan Konservasi 9c 1.430
1242 | Kepala Seksi Penataan Sumber Daya 9c 1.430
1243 | Kepala UPTD Perbenihan 1la 2.090
1244 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1245 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis Perbenihan 9c 1.430
1246 | Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perbenihan 9c 1.430
1247 g:g?el;};iD Benih Induk Tanaman l1la 2,090
1248 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1249 | Kepala Seksi Pengelolaan Produksi 8a 1.295
1250 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1251 | Kepala UPTD Proteksi Tanaman lla 2.090
1252 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1253 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis Proteksi 9c 1.430
1254 | Kepala Seksi Optimasi Pengembangan Proteksi 8a 1.295
1255 | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura 15¢ 3.230
1256 | Sekretaris Dinas Tanaman Pangan

dan Hortikultura 12¢ 2.115
1257 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
1258 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
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1259 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1260 | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lla 2.045
1261 | Kepala Seksi Lahan dan Irigasi 9c 1.430
1262 | Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin 8a 1.295
1263 | Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi 9c 1.430
1264 | Kepala Bidang Tanaman Pangan lla 2.045
1265 | Kepala Seksi Serealia 9c 1.430
1266 | Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi 9c 1.430
1267 | Kepala Seksi Perbenihan dan Standarisasi 9c 1.430
1268 | Kepala Bidang Hortikultura lla 2.045
1269 | Kepala Seksi Buah dan Florikultura 9c 1.430
1270 | Kepala Seksi Sayuran dan Tanaman Obat 8a 1.295
1271 i{/[?;la Seksi Perbenihan dan Penanganan 9¢ 1.430
1272 | Kepala Bidang Penyuluhan lla 2.045
1273 | Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan 9c 1.430
1274 | Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan 9c 1.430
1275 | Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Informasi

Penyuluhan 9c 1.430
1276 gg)i?cl)i UPTD Benih Induk Hortikultura Arse 11a 2.090
1277 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1278 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1279 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1280 | Kepala UPTD Benih Induk Hortikultura

Kutagadung Berastagi lla 2.090
1281 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1282 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1283 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1284 | Kepala UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung

Johor 1la 2.090
1285 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1286 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 9c 1.430
1287 | Kepala Seksi Produksi 9c 1.430
1288 | Kepala UPTD Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Holtikultura (PSBTPH) lla 2.090
1289 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1290 | Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi

dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan 9c 1.430
1291 | Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi

dan Pengawasan Benih Holtikultura 9c 1.430
1292 | Kepala UPTD Benih Induk Aneka Tanaman

Gabe Hutaraja lla 2.090
1293 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1294 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1295 | Kepala Seksi Produksi 9c 1.430
1296 | Kepala UPTD Benih Induk Padi Murni Tanjung

Morawa 1la 2.090
1297 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1298 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1299 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1300 | Kepala UPTD Benih Induk Palawija Tanjung

Selamat 1la 2.090
1301 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
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1302 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1303 | Kepala Seksi Produksi 9c 1.430
1304 | Kepala UPTD Teknis Mekanisasi Pertanian lla 2.090
1305 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1306 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 9c 1.430
1307 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1308 | Kepala UPTD Tenis Perlindungan Tanaman

Pangan dan Holtikultura lla 2.090
1309 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1310 | Kepala Seksi Pengamatan dan Pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman 8a 1.295
1311 | Kepala Seksi Pengamatan dan Penanganan

Dampak Perubahan Iklim 8a 1.295
1312 Kepala' UPTD Pelatihan dan Penyuluhan 11a 2.090

Pertanian
1313 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1314 | Kepala Seksi Pelatihan 9c 1.430
1315 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis Penyuluhan 8a 1.295
1316 | Kepala UPTD Benih Induk Aneka Umbi lla 2.090
1317 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1318 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1319 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1320 | Kepala UPTD Benih Induk Aneka Tanaman

Pantai Timur lla 2.090
1321 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1322 | Kepala Seksi Pelayanan Teknis 8a 1.295
1323 | Kepala Seksi Produksi 8a 1.295
1324 | Kepala UPTD Benih Induk Tanaman Hias

dan Biofarmaka lla 2.090
1325 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1326 | Kepala Seksi Tanaman Hias 9c 1.430
1327 | Kepala Seksi Biofarmaka 9c 1.430
1328 | Kepala Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah 15¢ 3.255
1329 | Sekretaris Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah 12¢c 2.140
1330 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
1331 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1332 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1333 | Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya

Manusia dan Sosial Budaya lla 2.045
1334 | Kepala Sub Bidang Pendidikan 9c 1.430
1335 | Kepala Sub Bidang Kesehatan

dan Kesejahteraan Rakyat 9c 1.430
1336 | Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum 9c 1.430
1337 | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi,

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam lla 2.045
1338 | Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi

dan Aset 9c 1.430
1339 | Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam 9c 1.430
1340 | Kepala Sub Bidang Ekonomi 9c 1.430
1341 | Kepala Bidang Sarana Prasarana

1la 2.045

dan Kewilayahan
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1342 | Kepala Sub Bidang Perencanaan Transportasi

dan Perhubungan 8a 1.295
1343 | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta

Karya, Permukiman dan Tata Ruang 9c 1.430
1344 | Kepala Sub Bidang Kawasan Strategis

dan Kerja Sama 9c 1.430
1345 | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan lla 2.045
1346 | Kepala Sub Bidang Monitoring dan Informasi

Perencanaan Pembangunan 9c 1.430
1347 | Kepala Sub Bidang Evaluasi Perencanaan

Pembangunan 9c 1.430
1348 | Kepala Sub Bidang Pengendalian Perencanaan

Pembangunan 9c 1.430
1349 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah 15¢ 3.230
1350 | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 12¢ 2.115
1351 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1352 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1353 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1354 | Kepala Bidang Formasi, Pembinaan

dan Kesejahteraan lla 2.045
1355 | Kepala Sub Bidang Formasi 9c 1.430
1356 | Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin 9c 1.430
1357 | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan 9c 1.430
1358 | Kepala Bidang Pengembangan dan

Pemberdayaan lla 2.045
1359 | Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia 9c 1.430
1360 | Kepala Sub Bidang Jabatan Struktural 9c 1.430
1361 | Kepala Sub Bidang Jabatan Fungsional 9c 1.430
1362 | Kepala Bagian Mutasi dan Pensiun 12¢ 2.115
1363 | Kepala Sub Bidang Pemindahan 9c 1.430
1364 | Kepala Sub'].31dang Kepangkatan 9¢ 1.430

dan Penggajian
1365 | Kepala Sub Bidang Pensiun 9c 1.430
1366 | Kepala B1c'1ang Informasi dan Data 11la 2.045

Kepegawaian
1367 | Kepala Sub Bidang Arsip Pegawai 9c 1.430
1368 | Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 8a 1.295
1369 | Kepala Sub Bidang Manajemen Kepegawaian 8a 1.295
1370 ﬁiiil:i:adan Pengembangan Sumber Daya 15¢ 3.930
1371 | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia 12¢ 2.115
1372 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1373 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1374 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1375 | Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi

dan pengelolaan Kelembagaan lla 2.045
1376 | Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi 9c 1.430
1377 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan

dan Tenaga Pengembang Kompetensi 8a 1.295
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1378 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar

dan Kerja Sama 8a 1.295
1379 | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi

Teknis Inti lla 2.045
1380 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren 8a 1.295

Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan
1381 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren 9¢ 1.430

Wajib Non Pelayanan Dasar
1382 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Intid apatan Administrasi Perangkat Daerah 9c 1.430

penunjang
1383 | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi

Teknis Umum dan Fungsional lla 2.045
1384 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Umum JabatanAdministrasi 9c 1.430
1385 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Pilihan JabatanAdministrasi 8a 1.295
1386 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

pilihan Jabatan 8a 1.295

Fungsional
1387 | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi

Manajerial lla 2.045
1388 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Pimpinan Daerah 8a 1.295
1389 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Jabatan pimpinan Tinggi 9c 1.430
1390 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Kepemimpinan dan Prajabatan 9c 1.430
1391 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 15¢ 3.230
1392 | Sekretaris 12¢ 2.115
1393 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1394 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1395 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1396 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan lla 2.045
1397 | Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan 9c 1.430
1398 | Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa 8a 1.295
1399 | Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian 9¢ 1.430

Peraturan
1400 | Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan lla 2.045
1401 | Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya 9c 1.430
1402 | Kepala Sub Bidang Kependudukan 8a 1.295
1403 | Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat 9c 1.430
1404 | Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan lla 2.045
1405 | Kepala Sub Bidang Ekonomi 8c 1.165
1406 | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup 8a 1.295
1407 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah,

Fisik dan Prasarana 9c 1.430
1408 | Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi lla 2.045
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1409 | Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan

Teknologi 8a 1.295
1410 | Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi

dan Penerapan Teknologi 8a 1.295
1411 | Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan 9c 1.430
1412 | Kepala Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah 15¢ 3.230
1413 | Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah 12¢ 2.115
1414 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1415 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1416 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1417 | Kepala Bidang Pengembangan

dan Pengendalian Pendapatan Daerah lla 2.045
1418 | Kepala Sub Bidang Perencanaan

dan Pengembangan Pendapatan Daerah 9c 1.430
1419 | Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Pendapatan Daerah 9c 1.430
1420 | Kepala Sub Bidang Pengembangan

dan Pengendalian Daerah 9c 1.430
1421 | Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor lla 2.045
1422 | Kepala Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 9c 1.430

Bermotor
1423 | Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 9¢ 1.430

Nama Kendaraan Bermotor
1424 | Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 9c 1.430

Nama Kendaraan Bermotor
1425 | Kepala Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak 11la 2.045

Rokok
1426 | Kepala Sub Bidang Teknis Pajak Air

Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 9c 1.430

Bermotor dan Pajak Rokok
1427 | Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa

Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar 9c 1.430

Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
1428 | Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar 9c 1.430

Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
1429 | Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan

Lainnya 1la 2.045
1430 | Kepala Sub Bidang Retribusi 9c 1.430
1431 | Kepala Sub Bidang Pendapatan Lainnya 9c 1.430
1432 | Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Retribusi dan Pendapatan Lainnya 9c 1.430
1433 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 5090

Medan Utara
1434 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1435 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1436 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1437 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

1la 2.090

Medan Selatan
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1438 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1439 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1440 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1441 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 2.090

Pangkalan Brandan )
1442 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1443 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1444 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1445 gf:i? UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah l1la 2,090
1446 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8c 1.165
1447 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1448 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1449 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

BlIlJal 11la 2.090
1450 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1451 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1452 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1453 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 2 090

Lubuk Pakam )
1454 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1455 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1456 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1457 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sei Rampah 1la 2.090
1458 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1459 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1460 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1461 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tebing Tinggi l1la 2.090
1462 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1463 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1464 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1465 Kf:pala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11la 2.090

Lima Puluh
1466 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1467 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1468 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1469 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Perdagangan lla 2.090
1470 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1471 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1472 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1473 Kfapala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah l1la 2.090

Kisaran
1474 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1475 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
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1476 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 9c 1.430
1477 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
- . 1la 2.090
Tanjung Balai
1478 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1479 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1480 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 8a 1.295
1481 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
Aek Kanopan lla 2.090
1482 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1483 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1484 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 8a 1.295
1485 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
1la 2.090
Rantau Prapat
1486 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1487 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1488 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 9c 1.430
1489 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Pinang lla 2.090
1490 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1491 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1492 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 8a 1.295
1493 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah l1la 2,090
Gunung Tua
1494 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1495 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1496 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 8a 1.295
1497 K.epala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 2.090
Sibuhuan
1498 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1499 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8c 1.165
1500 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 8c 1.165
1501 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 1la 2.090
Padang Sidimpuan
1502 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1503 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1504 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 8a 1.295
1505 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sipirok 1la 2.090
1506 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1507 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1508 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
Tunggakan 9c 1.430
1509 | Kepala UPTB P lol Pendapatan D h
P:I}l)aa engelolaan Pendapatan Daera 11a 5.090
yabungan
1510 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1511 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1512 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan
8a 1.295

Tunggakan
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1513 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Natal 1la 2.090
1514 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1515 | Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1516 | Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan 8c 1.165
1517 Is{ie]foe}lgz UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 5.090
1518 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1519 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1520 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1521 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pandan 1la 2.090
1522 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1523 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1524 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1525 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tarutung 1la 2.090
1526 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1527 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1528 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1529 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Balige 1la 2.090
1530 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1531 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1532 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1533 gie;);tl:rUPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 5.090
1534 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1535 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1536 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 9c 1.430
1537 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dolok Sanggul 11a 2.090
1538 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1539 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1540 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1541 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pangururan lla 2.090
1542 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1543 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8c 1.165
1544 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8c 1.165
1545 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah 11a 2.090

Salak
1546 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1547 | Seksi Pendataan dan Penetapan 8c 1.165
1548 | Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan 8c 1.165
1549 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

sidikalang l1a 2.090
1550 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1551 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
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1552 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1553 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabanjahe 1la 2.090
1554 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1555 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 9c 1.430
1556 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8a 1.295
1557 | Kepala UETB .Pengelolaan Pendapatan Daerah l1la 2.090

Gunung Sitoli
1558 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1559 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8c 1.165
1560 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8c 1.165
1561 | Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

Teluk Dalam lla 2.090
1562 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 8a 1.295
1563 | Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 8a 1.295
1564 | Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan 8c 1.165
1565 | Kepala UPTB Pusat Dukungan Operasional

Layanan Pendapatan Daerah lla 2.090
1566 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1567 | Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Aplikasi

Pendapatan 9c 1.430
1568 | Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem

Pendapatan 9c 1.430
1569 | Kepala UPT Penyuluhan Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah lla 2.090
1570 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1571 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 15¢ 3.255
1572 | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 12¢ 2.140
1573 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1574 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1575 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas 9¢ 1.430

dan Informasi Publik )
1576 | Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran lla 2.045
1577 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I 9c 1.430
1578 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II 8a 1.295
1579 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III 8a 1.295
1580 | Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas l1la 2045

Daerah
1581 | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I 9c 1.430
1582 | Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II 8a 1.295
1583 | Kepala Sub Bidang Kas Daerah 9c 1.430
1584 | Kepala Bidang Akuntansi lla 2.045
1585 | Kepala Sub Bidang Akuntansi I 9c 1.430
1586 | Kepala Sub Bidang Akuntansi II 9c 1.430
1587 | Kepala Sub Bidang Akuntansi III 9c 1.430
1588 | Kepala Bidang Aset lla 2.045
1589 | Kepala Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan 9¢ 1.430

Aset
1590 | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset 9c 1.430
1591 | Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset 9c 1.430
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1592 | Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota lla 2.045
1593 | Kepala Sub Bidang Bina Keuangan I 9c 1.430
1594 | Kepala Sub Bidang Bina Keuangan II 9c 1.430
1595 | Kepala Sub Bidang Bina Keuangan III 8a 1.295
1596 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana 15¢ 3230

Daerah
1597 | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 12¢ 2.115
1598 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8a 1.295
1599 | Kepala Sub Bagian Keuangan 9c 1.430
1600 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 8a 1.295
1601 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lla 2.045
1602 | Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan 9c 1.430
1603 | Kepala Sub Bidang Pengurangan Resiko

Bencana 9c 1.430
1604 | Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat 9c 1.430
1605 | Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan

dan Logistik lla 2.045
1606 | Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat 9c 1.430
1607 | Kepala Sub Bidang Bantuan Darurat 9c 1.430
1608 | Kepala Sub Bidang Perbaikan Darurat 8a 1.295
1609 | Kepala Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi lla 2.045
1610 | Kepala Sub Bidang Pemulihan Peningkatan

Fisik dan Sosial Ekonomi 9c 1.430
1611 | Kepala Sub Bidang Penangan Pengungsi 9c 1.430
1612 | Kepala Sub Bidang Penilaian Kerusakan 9c 1.430
1613 | Kepala Bidang Kerjasama, Pengendalian

dan Evaluasi lla 2.045
1614 | Kepala Sub Bidang Kerjasama 9c 1.430
1615 | Kepala Sub Bidang Pengendalian 8a 1.295
1616 | Kepala Sub Bidang Evaluasi 8a 1.295
1617 | Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi lla 2.090
1618 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9c 1.430
1619 | Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

dan Kemitraan 8a 1.295
1620 | Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan

Masyarakat 9c 1.430
1621 | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Program,

Informasi dan Promosi 8a 1.295
1622 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15¢ 3.230
1623 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12¢ 2.115
1624 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9c 1.430
1625 | Kepala Sub Bagian keuangan dan 9¢ 1.430

Perlengkapan
1626 | Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas

dan Informasi Publik 9c 1.430
1627 | Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang

dan Karakter Bangsa lla 2.045
1628 | Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter 9¢ 1.430

Bangsa
1629 | Kapala Sub Bidang Ideologi dan Wasbang 9c 1.430
1630 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri lla 2.045
1631 | Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik

9c 1.430

dan Pemilu
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1632 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika

dan Budaya Politik 9c 1.430
1633 giiigifggiiiigz:hanan.Ekononﬁ,Sosuﬂ 11a 2.045
1634 | Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

dan Sosial Budaya ¢ 1.430
1635 | Kepala Sub Bidang Ormas 9c 1.430
1636 | Kepala Bidang Penanganan Konflik

dan Kewaspadaan Nasional lla 2.045
1637 | Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis

Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis 9c 1.430
1638 | Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

dan Keamanan 9c 1.430
1639 | Direktur RS. Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem 14c 2.860
1640 | Wakil Direktur Administrasi 13a 2.620
1641 | Kepala Bagian Tata Usaha 12¢ 2.115
1642 | Kepala Sub Bagian Umum 8a 1.295
1643 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian 8a 1.295
1644 | Kepala Bagian Keuangan 12¢ 2.115
1645 | Kepala Sub Bagian Anggaran 8a 1.295
1646 Iézza?eizzfaiilsn Penerimaan 9¢ 1.430
1647 | Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan 12¢ 2.115
1648 | Kepala Sub Bagian Program 8a 1.295
1649 | Kepala Sub Bagian Pengembangan 8a 1.295
1650 | Wakil Direktur Pelayanan 13a 2.620
1651 | Kepala Bidang Keperawatan lla 2.045
1652 | Kepala Seksi Perawatan Jalan dan IGD 8a 1.295
1653 | Kepala Seksi Perawatan Inap dan Rehabilitasi 8a 1.295
1654 | Kepala Bidang Pelayanan Medis lla 2.045
1655 | Kepala Seksi Rawat Inap dan Rehabilitasi 9c 1.430
1656 I\K/I(Z%ailia Seksi Rawat Jalan, IGD dan Rekam 8a 1.295
1657 | Kepala Bidang Penunjang Medis lla 2.045
1658 | Kepala Seksi Laboratorium, Farmasi dan Gizi 8a 1.295
1659 | Kepala Seksi IPRS, Elektromedik dan IPAL 8a 1.295
1660 | Direktur Rumah Sakit Haji Medan l4c 2.860
1661 | Wakil Direktur Administrasi dan Umum 13a 2.620
1662 | Kepala Bagian Umum 12¢ 2.115
1663 | Kepala Sub Bagian Ketatausahaan Pimpinan 8c 1.165
1664 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan 8c 1.165
1665 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian 8a 1.295
1666 | Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan lla 2.045
1667 | Kepala Sub Bagian Perencanaan

dan Pengkajian 8c 1.165
B oy S
1669 | kepala Sub Bagian Pelaporan 8a 1.295
1670 | Kepala Bagian Keuangan dan Akutansi lla 2.045
1671 | kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi 8a 1.295
1672 | kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana 8c 1.165
1673 | kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan 8c 1.165
1674 | Wakil Direktur Pelayanan Medis 13a 2.620
1675 | Kepala Bidang Pelayanan Medis lla 2.045
1676 | Kepala Seksi Pelayanan Medis INAP, JALAN 8¢ 1.165

DAN IGD
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1677 Kepe.lla Seksi Pengqmbgngan Mutu Pelayanan 8¢ 1.165

Medik dan Rehabilitasi
1678 | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan lla 2.045
1679 | Kepala Seksi Asuhan Keperawatan 8c 1.165
1680 | Kepala Seksi Etika dan Mutu Keperawatan 8c 1.165
1681 | Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Akademik 13a 2.620
1682 | Kepala Bidang Penunjang Medis lla 2.045
1683 | Kepala Seksi Laboratorium, Farmasi dan Gizi 8c 1.165
1684 | Kepala Seksi Elektromed dan Instalasi

Pengelolaan Air 8¢ 1.165
1685 | Kepala Bidang Akademik dan Pendidikan lla 2.045
1686 | Kepala Seksi Akademik dan Kebidanan 8c 1.165
1687 | Kepala Seksi Pendidikan dan Pengembangan 8c 1.165

Pasal 8

Faktor penilaian Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf

b terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi:

1.
2.

Pengetahuan dan keahlian;

Pengawasan penyelia, ditentukan berdasarkan tingkatan
pejabat struktural yang mengawasi/atasan langsung dalam
peta jabatan;

Pedoman/panduan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
Kompleksitas, ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan
dalam melaksanakan pekerjaan;

Ruang lingkup dan dampak tugas, ditentukan berdasarkan
peran/iktisar jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan
hasil kerja jabatan;

Hubungan Personal yang harus dilakukan;

Tujuan dan hubungan;

Persyaratan/tuntutan fisik, ditentukan berdasarkan tingkat
syarat fisik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas;

Lingkungan pekerjaan.

BAB III
PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN
Pasal 9

Penetapan Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan

Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah,

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
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